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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pemerintah, harus di dukung oleh 
sarana dan prasaran pendukung kegiatan Pemerintah sehingga birokrasi dapat berjalan 
dengan lancar. Salah satu sarana pendukung kegiatan utaman Pemerintahan adalah 
berupa lahan untuk gedung kantor. Pada umumnya peletakan lahan gedung perkantoran 
SKPD tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia terpencar satu sama lain dan tidak dalam 
satu komplek/kawasan. Sehingga koordinasi antar SKPD maupun pelayanan terhadap 
masyarakat menjadi kurang efektif jika di kaji dari segi jarak dan waktu. Kurangnya 
perencanaan yang matang mengakibatkan tidak optimalnya penataan ruang denan baik. 
Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah yang sudah memenuhi persyaratan  untuk 
di mekarkan dapat dimekarkan menjadi Pemerintahan baru dan mampu menyediakan 
sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pemerintahan. 

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Kabupaten Induk dari pemekaran 
Wilayah Kabupaten Padanglawas dan PadangLawas Utara yang ditetapkan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 37 dan 38 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten 
Padanglawas dan Padanglawas Utara. Pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 
dan 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan beribukota di 
wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sebelumnya berada di 
Kota Padangsidimpuan. Menindak lanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 244/Menhut-II/2011 Tanggal 29 April 2011 Tentang Penetapan 
Area Hutan Produksi yang dilepaskan untuk pertapakan Perkantoran Pemerintahan 
Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 271,10 hektar yang terletak di Desa Dano Situmba 
Kecamatan Sipirok. Perubahan fungsi lahan Hutan Produksi menjadi kawasan 
perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, akan memberikan pengaruh 
negatif terhadap penurunan kualitas lingkungan pada kawasan dan sekitar kawasan. 

Untuk mengantisipasi pengaruh negatif terhadap penurunan kualitas lingkungan, 
perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan dan kesesuaian lahan yang bertujuan 
menentukan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk pengembangan lahan yang dapat di 
jadikan sebagai bangunan perkantoran. dari hasil analisis tersebut menghasilkan 
kemampuan lahan dengan kemampuan lahan tinggi seluas 44,87 Ha. dan kemampuan 
pengembangan agak tinggi seluas 67,43 Ha. Selain itu, analisis tapak dan metode 
dekomposisi digunakan untuk memberikan informasi terkait perencanaan tapak melalui 
tahap inventarisasi data, analisis, dan konsep. Dari proses analisis tersebut 
menghasilkan zona untuk peruntukan setiap perkantoran SKPD, Zona A untuk 
perkantoran SKPD unsur Pimpinan Daerah dan Legislatif beserta pembantu tugas 
Pimpinan Daerah maupun Legislatif, Zona B untuk perkantoran SKPD non-pelayanan 
masyarakat, sedangkan Zona C untuk perkantoran SKPD pelayanan masyarakat. 

Kata Kunci : Kabupaten Tapanuli Selatan, PerencanaanTapak, Kawasan Perkantoran  


